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ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu jenis penerimaan negara bukan
pajak yang merupakan kebutuhan mendesak dapat diatur dengan Peraturan Menteri,
sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan
Riset dan Inovasi Nasional.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245), PP 69 Tahun 2020 (LN
Tahun 2020 No. 268, TLN No. 6584), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98),
Perpres 78 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 192), Permenkeu Rl 113/PMK.02/2021 (BN
Tahun 2021 No. 970), Permenkeu Rl 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat mendesak yang berlaku pada
Badan Riset dan Inovasi Nasional meliputi penerimaan dari jasa analisis, jasa
identifikasi, jasa penyelenggaraan eduwisata, jasa inkubator teknologi, jasa teknologi
modifikasi cuaca, jasa survei laut, jasa teknologi pati dan derivatnya, jasa bioteknologi
dan produk bioteknologi, jasa jaringan informasi dan komunikasi, jasa teknologi
infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai, jasa teknologi konversi energi, jasa
teknologi industri kreatif keramik, jasa teknologi polimer, jasa teknologi bahan bakar
dan rekayasa desain, jasa teknologi aerodinamika, aeroelastika, dan aeroakustika, jasa
teknologi kekuatan struktur, jasa teknologi termodinamika motor dan propulsi, jasa
teknologi hidrodinamika kemaritiman, jasa teknologi mesin perkakas, produksi, dan
otomasi, jasa penginderaan jauh, jasa sains antariksa dan atmosfer, dan lain-lain.
Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat
ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen). Ketentuan lebih
lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif diatur dalam
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Seluruh
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
wajib disetor ke Kas Negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan
pada tanggal 31 Desember 2021.

- Lampiran: halaman 15-300.



